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Lebih dari setahun sejak Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melansir 

laporan situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, kabar dan berita tentang 

penyerangan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan masih terus bermunculan. Secara 

umum, sebagaimana nanti bisa dilihat lebih jauh dalam laporan ini, tidak ada perubahan 

signifikan yang positif terkait situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia. Kerja-

kerja kemanusiaaan para Pembela HAM yang ada di garda depan perjuangan untuk 

kelestarian dan kedaulatan lingkungan ini masih terus dibayang-bayangi ancaman 

kekerasan. Kasus-kasus paling brutal juga masih muncul.

Ancaman pembunuhan yang menimpa Direktur WALHI Nusa Tenggara Barat, 

Murdani di penghujung Januari 2019 seperti menjadi “pembukaan sempurna” teater 

perburuan baik oleh aparatus negara ataupun negara terhadap Pembela HAM atas 

Lingkungan. Secara pahit, Para Pembela HAM atas Lingkungan bahkan kemudian dijejali 

dengan kabar martirnya Golfrid Siregar, pengacara publik WALHI Sumatera Utara yang 

menangani gugatan pembangunan PLTU Batang Toru, sebagai babak akhir. 

Di tengah situasi Pembela HAM atas Lingkungan yang masih stagnan, ironisnya 

tren perubahan justru ada di pihak yang selama ini menjadi aktor pelaku, yakni 

negara. Sebagaimana telah banyak diketahui publik, negara memang sedang trengginas 

mengeluarkan paket kebijakan dan berupaya meregulasi sejumlah peraturan yang 

dianggap menghalangi masuknya investasi dan modal dan/atau mengganggu jalannya 

roda perekonomian nasional. RUU Cipta Kerja, RUU Minerba, untuk menyebut beberapa, 

hari ini sedang dikebut meski rakyat Indonesia bersama warga dunia sedang berjibaku 

bertahan dan melawan pandemi Covid-19. Mundur ke belakang, Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo malah sudah berhasil menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi, 

institusi yang sejak lama menjadi salah satu tumpuan penegakan keadilan, termasuk di 

sektor lingkungan, melalui pengesahan Revisi UU KPK.

Kata Pengantar



vi

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan dinamika ekonomi-

politik di atas laporan “Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya” ini ditulis. Melalui 

laporan ini, ELSAM tidak hanya menyajikan data terbaru terkait kekerasan dan ancaman 

kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019. Untuk memberikan 

pandangan yang lebih luas terkait kondisi yang sedang dihadapi Pembela HAM atas 

Lingkungan, ELSAM juga melengkapi laporan ini dengan analisa kecenderungan dan 

konteks ekonomi politik yang mengkondisikan kekerasan dan ancaman kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Pada akhirnya, melalui laporan ini, ELSAM 

berharap kontribusi kecil ini bisa setidaknya memberikan peta jalan perjuangan 

mewujudkan perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan, keadilan dan kedaulatan 

lingkungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Selama membaca,

Jakarta,  23 April 2020

Wahyu Wagiman

Direktur Eksekutif ELSAM
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Indonesia memasuki tahun 2019 dengan diiringi oleh sejumlah pesimisme, salah satunya 

terkait dengan masa depan perbaikan dan peningkatan kualitas penanganan pemerintah 

Indonesia di sektor lingkungan, sumber daya alam (SDA) dan Hak Asasi Manusia 

(HAM). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), memprediksi bahwa tahun 2019 

Pemerintah Indonesia “masih (akan) memperlihatkan dominasi dan keberpihakan negara 

kepada investasi.” Setelah menganalisa Rencana Kerja Pemerintah di berbagai sektor, di 

antaranya pertanian, perdagangan, dan pariwisata, WALHI meragukan bahwa pemilihan 

presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada April 2019 membawa perubahan positif di 

level kebijakan di sektor lingkungan. Alasannya: program yang ditawarkan oleh kedua 

kandidat waktu, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di 

sektor lingkungan sama-sama kontradiktif dengan kebijakan mereka yang pro investasi 

(Sembiring et al. 2019: 74-75). Dua hal tersebut pada akhirnya membuat Indonesia di 

tahun 2019 nampak dibayangi oleh serangkaian perusakan ruang hidup atas nama 

pembangunan, perampasan hak-hak dasar rakyat kecil, pelanggaran HAM, termasuk di 

dalamnya pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Menjelang tahun 2019, pilpres secara khusus memang menyita perhatian masyarakat 

sipil. Mempertarungkan dua kandidat presiden lama, Pilpres 2019 masih dianggap 

menguarkan bahaya kembalinya era otoritarianisme Orde Baru.1 Di sisi lain, periode 

pertama Pemerintahan Jokowi terbukti tidak banyak mengatasi persoalan yang selama 

ini dianggap terkait dengan hajat hidup orang banyak, seperti agraria, lingkungan, 

maupun HAM.2 Lebih dari itu, masih samanya sistem politik yang menopang pilpres 

1 Bisa dilihat salah satunya dari sikap Ikohi (Cnnindonesia.com, 13 Maret 2019).
2 Secara rutin, beberapa organisasi masyarakat sipil mengeluarkan laporan mengenai isu-isu sektoral tersebut. Koalisi 

Pembaruan Agraria, misalnya, setiap tahun merilis Catatan Akhir Tahun dan WALHI merilis Environmental Outlook. Untuk 
isu HAM yang lebih spesifik, ELSAM sendiri telah melakukan pemantauan situasi Pembela HAM atas Lingkungan sejak 2018. 
(Lebih lanjut tentang laporan terakhir organisasi-organisasi tersebut lihat Konsorsium Pembaruan Agraria 2019; Sembiring et 
al. 2019; ELSAM 2019b).

B A B  I
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serta formasi elit politik yang menopang kedua kandidat memunculkan pendapat bahwa 

gelaran pilpres 2019 tak lebih dari pesta elit politik semata alih-alih gelaran politik yang 

menjanjikan perbaikan nasib rakyat banyak—beberapa dari mereka bahkan menyerukan 

golput (bbc.com, 24 Januari 2019).3

Kini, setelah tahun politik berlalu dan Presiden Joko Widodo mendapatkan mandat 

untuk melanjutkan periode kedua pemerintahannya, penting untuk melihat kembali 

sejauh mana pesimisme yang sebelumnya muncul menjelang awal tahun 2019 terbukti. 

Sebelumnya, di penghujung tahun 2019 Komnas HAM telah memberikan catatan merah 

mengenai penegakan HAM oleh Pemerintahan Joko Widodo di periode kedua di sektor 

pelanggaran HAM berat, agraria, intoleransi dan kebebasan berekspresi yang masih 

menyisakan banyak pekerjaan rumah (Kompas.com, 28 September 2019). Catatan Komnas 

HAM tersebut sejalan dengan laporan-laporan yang kemudian dirilis oleh beberapa 

organisasi masyarakat sipil (OMS) yang bekerja di berbagai isu. Meskipun demikian, dari 

semua laporan yang telah dirilis, belum ada laporan yang spesifik memaparkan situasi 

Pembela HAM atas Lingkungan, yang menurut Laporan Pelapor Khusus PBB sebagai 

salah satu dari kelompok paling rentan (the most exposed groups).

Laporan “Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya” ditulis untuk melanjutkan 

laporan ELSAM tentang Pembela HAM sebelumnya di tahun 2018 sekaligus melengkapi 

laporan-laporan HAM yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh beberapa OMS. ELSAM 

berpendapat bahwa laporan khusus mengenai Pembela HAM atas Lingkungan masih 

relevan untuk ditulis sebagai salah satu upaya untuk menguatkan perlindungan terhadap 

Pembela HAM atas Lingkungan. Perlindungan terhadap Pembela HAM atas lingkungan 

merupakan hal yang penting bagi keberlanjutan lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini 

tergambar dalam laporan United Nation Environment Program, UNEP, (United Nations 

Environment Programme 2019) yang menyebutkan gagalnya penegakan hukum lingkungan 

secara signifikan dipengaruhi akibat serangan terhadap Pembela HAM atas lingkungan. 

Serangan tersebut, menurut UNEP, salah satunya dipicu oleh tren meningkatnya resistensi 

terhadap undang-undang lingkungan.4 Secara global, serangan tersebut melibatkan yang 

paling banyak melalui pelecehan, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan para 

Pembela HAM atas Lingkungan. UNEP mencatat antara 2002 dan 2013, 908 orang—

termasuk penjaga hutan, inspektur pemerintah, dan aktivis lokal—terbunuh di 35 negara, 

dan pada tahun 2017 saja, 197 pembela lingkungan dibunuh. 

Laporan ini disusun melalui pemantauan pemberitaan media terkait kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 2019. ELSAM melakukan 

pengoleksian data melalui peramban Google dengan menggunakan 16 kata kunci. 

Pencarian data dilakukan di setiap bulan dan seluruh data yang terkait dengan konflik 

3 Golput, akronim dari golongan putih adalah istilah yang merujuk pada tindakan tidak menggunakan hak suara dalam 
pemilihan umum. 

4 UNEP sendiri telah mengucurkan bantuan internasional untuk membantu banyak negara menyusun lebih dari 1.100 
perjanjian lingkungan sejak 1972 dan mengembangkan banyak undang-undang lingkungan. 
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agraria, kehutanan, tambang, lingkungan, dan pesisir kemudian diarsipkan. Data-data 

tersebut masih ditambah dengan laporan dan rilis kasus dari jejaring organisasi atau 

aktivis di berbagai wilayah. Seluruh data kemudian diselia kesesuaiannya dengan 

keterlibatan Pembela HAM atas Lingkungan serta dikoroborasi dengan berita serupa 

minimal 3 pemberitaan di media terpercaya atau rilis dari organisasi masyarakat sipil yang 

kredibel. Beberapa data yang masih memiliki keterangan yang kurang memadai atau 

meragukan ditelusuri lebih lanjut dengan penggalian data melalui wawancara dengan 

aktor/organisasi pendamping kasus tersebut.

Bagian awal laporan ini menjelaskan mengenai konteks sosial, ekonomi dan 

politik yang terjadi sebelum dan sepanjang tahun 2019 untuk memberikan gambaran 

yang lebih luas mengenai situasi yang sedang dihadapi Pembela HAM atas Lingkungan. 

Setelah penjelasan temuan data terkait situasi Pembela HAM atas Lingkungan, laporan ini 

memaparkan analisa mengenai tanggung jawab negara dan perusahaan atas pelanggaran 

HAM dari kasus-kasus kekerasan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan. Laporan 

ini akan ditutup dengan proyeksi situasi Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2020.
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A.      Kebijakan Pro-Pemodal dan Peminggiran HAM

Sejak masa kampanye presiden 2019, Presiden Jokowi yang merupakan calon petahana 

telah menunjukkan sinyal akan mempertahankan visi pembangunan dan ekonomi 

yang sudah terbangun di periode pemerintahan pertama. Sinyal tersebut salah satunya 

terlihat jelas dalam debat presiden kedua pada 17 Februari 2019. Dalam debat tersebut 

Jokowi terlihat seperti berbagi ide dengan lawannya, Prabowo Subianto, dengan tidak 

menyebutkan sama sekali dampak lingkungan dan ongkos sosial akibat kebiiakan 

pembangunan infrastruktur, perkebunan kelapa sawit, dan tambang. Jokowi juga tidak 

membicarakan isu perubahan iklim, konflik tanah yang melibatkan komunitas-komunitas 

di wilayah pedesaan (termasuk di dalamnya hak-hak yang dilanggar) sebagai sebuah 

ekses dari pembangunan. Alih-alih, Jokowi secara tegas mengutarakan rencananya 

menggenjot produksi kelapa sawit secara signifikan (termasuk flex crops5 lainnya seperti 

aren dan singkong) untuk tujuan pembuatan biofuel tanpa mempertimbangkan dampak 

lingkungan (Abraham dkk 2019).

Apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam kampanye pencalonan presidennya 

untuk yang kedua tentu saja mengingatkan pada kebijakan-kebijakan terkait ekonomi 

dan pembangunan yang ia putuskan pada masa kepresidenannya yang pertama. Di awal 

masa pemerintahannya yang pertama, meski terlihat seperti membawa arah pembangunan 

ekonomi yang sama sekali baru dari pendukungnya, Susilo Bambang Yudhoyono, salah 

satunya dengan tidak meneruskan megaproyek Master Plan Percepatan dan Pembangunan 

5 Istilah tanaman pangan fleksibel (flex crops) pertama kali diperkenalkan oleh Saturnino M. Borras dkk. pada tahun 2015 
bersamaan dengan istilah flex commodities untuk menjelaskan kemunculan jenis-jenis produksi dan komoditi agrikultur 
yang penggunaannya bisa dipertukarkan sebagai  makanan, pakan, bahan bakar, serat, dan bahan industri. Lebih lengkap, 
lihat Borras dkk (2015) terutama di bab pendahuluan.

B A B  I I

Kebijakan Pro Pemodal, Peminggiran 
HAM dan Pendekatan Keamanan-Militeristik: 

Sebuah Konteks
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Ekonomi Indonesia (MP3EI), Jokowi lebih tepat disebut sebagai melanjutkan kebijakan di 

era Yudhoyono dengan beberapa modifikasi (Salim and Negara 2018:30).

Modifikasi tersebut tampakdari bagaimana Pemerintahan Jokowi merespon melalui 

kebijakan 3 hambatan yang dianggap sebagai klasik dalam pembangunan infrastruktur 

di Indonesia, yakni pembebasan lahan (land clearance); perencanaan dan penyiapan 

proyek; dan pendanaan (Utomo 2017). Untuk merespon hambatan pembebasan 

hambatan tanah dalam proyek-proyek infrastruktur, Pemerintahan Jokowi menerbitkan 

Perpres No. 30/20156, Perpres No.38/20157, Perpres No.82/20158, Permen ATR/BPN No. 

6/20159, dan Permen Keuangan No. 190/2015.10 Penerbitan peraturan-peraturan yang 

memberikan jalan mulus bagi proyek-proyek infrastruktur ini masih kemudian diperkuat 

dengan paket-paket kebijakan ekonomi. Sementara itu, untuk menghalau hambatan 

perencanaan dan penyiapan proyek, Pemerintahan Jokowi mengkerangkakan proyek-

proyek strategis yang diusung pemerintaannya sebagai Proyek Strategis Nasional melalui 

penerbitan Perpres No.3 tahun 2016. Terakhir, Pemerintahan Jokowi membuat Lembaga 

baru bernama Lembaga Manajeman Aset Negara (LMAN), sebuah Badan Layanan Umum 

(BLU) yang berfungsi untuk mengefektifkan proses pembayaran lahan terkait proyek-

proyek infrastruktur (Salim and Negara 2018; 392-395).

Penyematan label nasional pada proyek-proyek unggulan bernama Proyek Strategis 

Nasional (PSN) yang pada 2018 daftarnya akan direvisi melalu Perpres 56/2018 menyisakan 

beberapa fakta menarik, sebagaimana diamati oleh McLeod dan Rosdaniah (2018:290). 

Penyerahan wewenang pelaksaaan PSN kepada Komite Percepatan Penyediaan 

Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membuat keberadaan proyek-proyek infrastruktur ini 

seperti berada di luar apa yang “secara normal dipikirkan sebagai infrastruktur sektor 

publik”. Di luar itu, sumber pendaaan PSN ini memang mayoritas tidak berasal dari 

pemerintah. Pemerintah hanya menanggung 10% pembiayaan. Sisanya, 315 berasal dari 

BUMN dan BUMD dan yang terbesar berasal dari sektor swasta melalui skema Public 

Private Partenership.

Meskipun demikian, dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan 

Joko Widodo, Paket Kebijakan Ekonomi-lah (selanjutnya disebut PKE) yang bisa 

menjelaskan bagaimana arah kebijakan pembangunan di masa pemerintahan Joko 

Widodo sebagian besarnya, untuk tidak mengatakan hampir sepenuhnya, memang 

diperuntukkan untuk memberikan stimulus kepada para pemodal dengan ekses negatif 

yang bisa ditimbulkannya, termasuk di dalamnya persoalan agraria dan lingkungan. 

6 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomo 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

7 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
8 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melaluai Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan 

Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.
9 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
10 Tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur.
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Sebanyak 4 dari 16 paket kebijakan yang menyinggung persoalan lingkungan dan agraria 

malah membuka jalan bagi eskalasi kasus-kasus agraria dan lingkungan.11 Melihat formasi 

kebijakan yang sangat fokus pada pemberian kemudahan kepada para pemodal dan 

investasi, maka tidak mengherankan jika kemudian di sepanjang pemerintahannya yang 

pertama Jokowi dianggap secara programatik telah menyingkirkan agenda penegakan 

keadilan, anti-korupsi, dan HAM melalui penerapan kebijakan pembangunanisme ala 

Orde Baru (Warburton 2016).

Di penghujung masa pemerintahannya yang pertama, persis di masa kampanye 

pencalonan Jokowi sebagai presiden untuk yang kedua kali, sayangnya, tragedi 

penyingkiran agenda penegakan keadilan, anti-korupsi, dan HAM kemungkinan besar 

terulang. Pasalnya, target pembangunan infrastruktur yang dicanangkan melalui PSN 

realisasinya jauh di bawah target. Per April 2018, pemerintah malahan sudah berancang-

ancang akan mengebut 38 proyek PSN (kumparan.com, 19 April 2018).12 Melihat situasi 

tersebut, ditambah retorika serupa yang dibawa selama masa kampanye, tak heran apabila 

ekonom pun memperkirakan jika dari segi kebijakan Jokowi tetap akan mempertahankan 

struktur birokrasinya yang sedemikian rupa telah dianggap memberi kemudahan investasi 

(Dharma Negara 2019). Pun demikian dengan kebijakan luar negeri, Jokowi diperkirakan 

akan tetap mempertahankan relasi ekonomi dengan negara-negara mitra ekonomi utama 

Indonesia di Asia, khususnya Cina, yang selama ini menopang ragam investasi unggulan 

di Indonesia termasuk di dalamnya pariwisata (Anwar 2019).

Prediksi tersebut rupanya terbukti bahkan di bulan-bulan awal Pemerintahan 

Jokowi. Tidak lama berselang setelah dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya, 

Jokowi langsung mengangkat Wishnutama, pengusaha yang memiliki rekam jejak panjang 

di bisnis kreatif menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif—tugas utamanya: tak 

lain dan tak bukan mempercepat rencana pembangunan proyek 10 Bali baru (kompas.

com, 23 Oktober 2019). Di sektor perkebunan, sumbar Jokowi di debat pilpres untuk 

menaikkan produksi biofuel dari semula B20 diwujudkan dua bulan setelah pelantikan 

menteri (cnnindonesia.com, 23 Desember 2019).

Sebelum dilantik, sesungguhnya Jokowi telah berkontribusi merealisasikan 

“gebrakan” yang dikecam secara luas akan mempersuram masa depan kedaulatan 

lingkungan di Indonesia, yakni pengesahan revisi Undang-Undang KPK. RUU yang 

disahkan pada 17 September 2019 tersebut telah melahirkan protes besar karena dianggap 

akan berkontribusi negatif terhadap masa depan lingkungan di Indonesia (tempo.co, 10 

11 Paket kebijkan tersebut adalah paket kebijakan II yang mengatur perampingan izin sektor kehutanan, VII yang mengatur 
kemudahan izin investasi dan sertifikat tanah, VII mengatur soal kebijakan sertifikasi tanah one map policy dan pembangunan 
kilang minyak, dan XIII yang mengatur kemudahan regulasi pengembang property untuk membangun rumah. Kebijakan di 
sektor pertanahan terkait sertifikasi ini perlu dilihat secara kritis sebagai salah satu kebijakan yang berpotensi mengeskalasi 
konflik alih-alih menyelesaikan kasus-kasus sengketa agraria (lebih lanjut soal ini, lihat Sese Tolo, 2018).

12 Per Oktober 2019, di akhir masa jabatan Jokowi, KPIPP mengumumkan bahwa realasi PSN di sepanjang 5 tahun Pemerintahan 
Jokowi hanya 46%(tirto.id, 2 Oktober 2019).
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September 2019). Seolah tak cukup, merespon gelombang protes yang besar terhadap 

pengesahan RUU KPK, Pemerintahan Joko Widodo mempertontonkan respon keras 

pemerintah dalam menghadapi para demonstran. Tercatat lima orang meninggal dan 

ratusan korban lainnya mengalami serangan fisik selama aksi demonstrasi berlangsung 

(liputan6.com, 10 Oktober 2019 dan tirto.id, 4 Oktober 2019).

Apa yang nampak dari tindakan pemerintah merespon kritik besar terhadap 

mereka, ironisnya, bukan hal mengejutkan. Apa yang dikatakan Mahfud MD, akademisi-

politisi-birokrat yang selama ini dikenal memiki rekam jejak yang cukup baik di sektor 

penegakan HAM, hanya beberapa bulan setelah pelantikannya sebagai Menkopolhukam 

bisa menjadi salah satu contoh. Pada 12 Desember 2019, Mahfud mengatakan bahwa 

selama pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam pelanggaran HAM selama Jokowi 

menjadi presiden (tempo.co, 12 Desember 2019). Pernyataan nan konyol ini dibantah 

keras oleh Komnas HAM sambil menuntut Mahfud mengoreksi pernyataanya. Komnas 

HAM menganggap Mahfud menyederhanakan pelbagai pelanggaran HAM yang terjadi di 

sepanjang pemerintahan Joko Widodo dengan menyempitkan makna pelanggaran HAM 

(cnnindonesia.com, 13 Desember 2019). Lebih dari itu, pernyataan Mahfud sesungguhnya 

mengawali konfirmasi terbuka Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara eksklusif 

dengan bbc.com (13 Februari 2020) bahwa ia memang sejak awal pemerintahannya tidak 

pernah fokus pada HAM. Jokowi, secara jujur mengakui itu, bahwa “periode pertama 

saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin 

nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?”

B.	 Pendekatan	Keamanan-Militeristik

Selain orientasi ekonomi yang pro-pemodal dengan disertai praktek peminggiran 

HAM, pendekatan keamanan-militeristik merupakan satu hal yang nampak dominan 

dalam Pemerintahan Jokowi. Keterlibatan militer dalam gelanggang ekonomi memang 

bukan satu hal otentik terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Sejarah masuknya dan 

dominasi militer malah telah terjadi jauh sejak zaman Orde Baru.

Di bawah Soeharto, militer secara sistematis dicitrakan tidak hanya sebagai 

penyeimbang dan pendinamisasi tatanan sosial pasca tahun-tahun panjang perseteruan 

politik yang berujung pembantaian 1965-1966, tetapi juga sebagai aktor peting dalam 

pembangunan ekonomi. Militer dimunculkan sebagai kekuatan baru dalam ruang-ruang 

ekonomi yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, alih-alih kepada kepentingan 

segelintir orang di dalam partai politik. (Crouch 2007: 273)

Proses pencitraan ini muncul bersamaan dengan kebutuhan Orde Baru, demi 

konsolidasi kekuatan militer, untuk mencukupi kebutuhan ekonomi personel militer. 

Mewarisi administrasi amburadul dan kejatuhan ekonomi dari pemerintahan Soekarno, 

Orde Baru melihat bahwa jalan yang tersedia untuk mengindari kekacauan dan 
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perpecahan di tubuh militer yang berakar dari faktor ekonomi (sebagaimana pernah 

terjadi di era Soekarno) adalah memberi jalan militer mencari dana lain di luar apa 

yang sudah disediakan oleh negara. Praktek ini meskipun telah membuka lebar 

pintu korupsi beberapa perwira yang mencari keuntungan pribadi untuk menambah 

penghasilan di luar gaji dari tentara, telah membuat pemerintah mampu mencitrakan 

keberjarakan pemerintahan Orba yang didominasi militer dengan agenda pembangunan 

ekonomi.Praktek pembiayaan konvensional oleh TNI yang paling terkenal adalah melalui 

perusahaan minyak nasional. Tahun 1957 PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina), 

dibentuk setelah Jenderal Nasution menunjuk Kolonel Ibnu Sutowo mengambil alih ladang 

minyak yang tak terurus di Sumatera Utara. Di masa Demokrasi Terpimpin, Permina yang 

dikuasai mendapatkan keuntungan dari keputusan politik Sukarno yang memaksa tiga 

korporasi minyak internasional Caltex, Stanvac, dan Shell untuk menyerahkan bagi hasil 

kepada 3 perusahaan nasional. Permina salah satu dari tiga perusahaan itu. Di masa 

Orde Baru, setelah Permina bertransformasi menjadi Pertamina, dominasi militer di sektor 

minyak demikian kuat sehingga membuat Pertamina tak ubahnya perusahaan swasta di 

bawah pompinan Ibnu Sutowo yang bertanggung jawab kepada para pemimpin militer 

(Ibid: 274-276).

Keterlibatan militer di era Orde Baru dalam struktur ekonomi-politik di Indonesia 

ini menjadi makin rumit pasca kejatuhan harga minyak di tahun 80an dan tumbuhnya 

industri di Indonesia karena memaksa militer menjalin simbiosis mutualisme dengan 

elit-elit ekonomi, terutama dengan para pebisnis ketururan Tionghoa yang menjadi anak 

emas Soeharto (Crouch 1988: 359-360). Pasca Soeharto runtuh, keterlibatan militer tidak 

pernah hilang. Honna (2010)menunjukkan bahwa keterlibatan TNI secara infomal dalam 

politik lokal Indonesia, salah satunya melalui muspida, sudah terlihat di awal pasca 

pembubaran ABRI.

Meskipun keterlibatan militer di gelanggang ekonomi politik memiliki akar panjang 

dalam sejaran Indonesia, tetap saja gebrakan Joko Widodo di masa awal pemerintahannya 

dengan mengangkat Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan mengejutkan banyak 

pihak (bbcindonesia.com, 23 Oktober 2019). Pengangkatan Prabowo makin mengukuhkan 

keberadaan jumlah pensiunan jenderal dan jenderal aktif yang menyokong Pemerintahan 

Jokowi jilid 2.13 Selain itu, pengangkatan itu menjadi gong dari langkah “militerisasi” yang 

dilakukan oleh Jokowi sejak lama. 

Di akhir Januari 2019, Jokowi, misalnya, mengisyaratkan implementasi wacana 

restrukturisasi TNI yang sebelumnya telah beredar di banyak media (kompas.com, 29 

Januari 2019). Salah satu tujuannya adalah menempatkan perwira-perwira militer di 

pos jabatan sipil. Wacana ini, malahan, didahului oleh pengangkatan Doni Monardo, 

perwira tinggi TNI aktif berpangkat Letnan Jenderal, sebagai Kepala Badan Nasional 

13 Lebih lanjut soal jenderal-jenderal di belakang Pemerintahan Jokowi jilid 2 (tirto.id 20 November 2019)
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Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengangkatan Doni ini merupakan hal baru mengingat 

dua pendahulu sebelum Doni sebelumnya harus melepas jabatan militernya sebelum 

mengemban tugas.

Beberapa pihak menganggap pengangkatan Doni ini inkonstitusional dan 

mengkhianati semangat reformasi (cnnindonesia.com, 3 Januari 2019 dan kumparan.

com, 1 Januari 2019). Lebih jauh, langkah Jokowi ini dikhawatirkan akan mengembalikan 

dwifungsi ABRI (dw.com, 4 Februari 2019). Sayangnya, kekhawatiran ini kemudian 

justru dijawab dengan langkah Jokowi meneken Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Jabatan Fungsional TNI di akhir masa jabatannya di periode pertama (kompas.com, 29 

Juni 2019).

Penguatan unsur milter pemerintahan hanyalah satu gambaran dari bagaimana 

kepemimpinan Jokowi memang cenderung dekat dengan militer. Sedikit mundur ke 

belakang, ke periode pertama kepemimpinannya, kecenderungan ini bisa ditemukan, 

misalnya dalam kerjasama Kementerian Pertanian dengan institusi TNI untuk program 

cetak sawah. Sempat menimbulkan pro-kontra lantaran memo kesepahaman antara 

Kementerian Pertanian dan TNI melangkahi kewenangan Presiden,14 program ini justru 

mendapatkan kritik keras lantaran adanya kekhawatiran bahwa pelibatan TNI hanya 

mengkondisikan intimidasi petani (Koran Tempo, 12 Juni 2017). Dua laporan dalam 

Majalah Tempo (4 September 2019) menemukan bahwa secara teknis, cetak sawah juga 

menemukan banyak sekali masalah, salah satunya disebabkan ketidakcakapan TNI 

mengurus sawah.15

Penggunaan militer dalam pelbagai sektor pada akhirnya juga tercermin pada 

pendekatan keamanan-militeristik yang dipakai oleh pemerintah dalam berbagai 

kesempatan, juga melahirkan ekses sampingan berupa pekatnya pendekatan keamanan 

militeristik yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, khususnya di sektor rural. 

Di sektor perkebunan misalnya, bersama Brimob, unit khusus kepolisian untuk operasi 

semi-militer, TNI sering dituding membekingi pengamanan perkebunan sawit, terutama 

milik korporasi-korporasi besar.16Perusahaan perkebunan milik BUMN malahan di 

beberapa tempat memiliki kerjasama resmi dengan TNI untuk mengamankan aset (bumn.

go.id, 5 November 2019). Pun demikian, hubungan antara perusahaan dengan TNI dan 

Brimob, termasuk hubungan secara finansial dalam tindakan-tindakan keamanan di 

perkebunan milik perusahaan, sebagaimana dikatakan oleh Kiezebrink dkk (2017) tidak 

selalu jelas meskipun langkah keamanan yang diambil oleh keduanya sering sejalan 

dengan kepentingan perusahaan dan merugikan masyarakat lokal.

14 Kemeterian Pertanian akhirnya mengeluarkan rilis yang menyebutkan bahwa audit BPK menilai tidak ada yang 
inkonstitusional di dalam program cetak sawah ini (pertanian.go.id 6 September 2017).

15 Salah satu catatan soal implimentasi progam ini yang amburadul bisa dilihat dalam (Larastiti 2018)
16 Tidak susah menemukan berita soal keterlibatan TNI dan Brimob di sektor perkebunan. ELSAM (2019a; 2019b) misalnya 

mencatat bahwa dua aktor ini merupakan aktor negara paling banyak yang berkontribusi pada kekerasan terhadap Pembela 
HAM atas Lingkungan.
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Dari semua itu, contoh paling sempurna dari bagaimana pendekatan keamanan 

militeristik ini digunakan di wilayah Papua. Sejak di periode pertama, Jokowi yang dalam 

pilpres 2014 dianggap jauh dari pendekatan militerisme nyatanya sejak semula justru 

menangani Papua melalui pendekatan keamanan-militeristik. Aspinall (2016) menyebut 

pilihan Jokowi ini terkait dengan nasionalisme baru (new nationalism) yang sejak di 

masa kampanye memang sudah terlihat dianut oleh Jokowi—sesuatu yang hampir 

mirip dengan lawannya waktu itu, Prabowo Subianto. Tak heran, apabila di massa 

pemerintahan Jokowi sering muncul arus penolakan dari masyarakat sipil dan Papua 

terkait pembangunan kantor-kantor militer baru di wilayah-wilayah di Papua.17

Penggunaan pendekaan keamanan-militeristik di Papua ini menjadi kian pelik di 

tengah ketegangan politik antara Pemerintah Indonesia dan aktivis Papua dan OAP. Tak 

jarang, ketegangan ini memicu kekerasan baik dalam skala kecil maupun kolosal, bahkan 

konflik bersenjata.18 Kasus rasisme di Surabaya yang dilakukan oleh aparat keamanan 

terhadap mahasiswa Papua yang kemudian memicu demonstrasi besar di Papua dan 

berujung kerusuhan massal misalnya, lantas menjadi pembenaran oleh Pemerintah 

Indonesia untuk  melakukan penambahan personel TNI-Polri dalam jumlah besar, 

meskipun Papua faktanya merupakan wilayah yang memiliki rasio aparat keamanan 

paling banyak (tirto.id, 4 September 2019).

17 Misalnya bisa dilihat dalam Jubi (4 Maret 2020) dan Suara Papua (27 Februari 2020). ELSAM belum menemukan data soal 
berapa jumlah kodim atau koramil yang dibangun selama Pemerintahan Jokowi di periode pertama atau di tahun pertama 
pemerintahan Jokowi. Hanya saja, sudah menjadi rahasia umum di kalangan Orang Asli Papua (OAP) jika pembangunan 
kantor-kantor militer yang baru itu ditujukan untuk mengawasi OAP dan investasi (wawancara ELSAM dengan Yuliana 
Lantipo, jurnalis Tabloid Jubi pada 12 Maret 2020).

18 Konflik bersenjata lebih spesifik terjadi antara pasukan gabungan TNI-Polri dan kelompok bersenjata pejuang kemerdekaan 
Papua. 
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Sepanjang tahun 2019, ELSAM mencatat terdapat 27 kasus kekerasan yang menimpa 

Pembela HAM atas Lingkungan. Kasus-kasus ini mengakibatkan 128 individu dan 

50 kelompok Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban tindakan kekerasan yang 

dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara. Kompleksitas dan kedalaman 

situasi terkait keamanan Pembela HAM atas Lingkungan yang terkandung di dalam jumlah 

kasus dan korban kekerasan di atas bisa dilihat dari penjabaran data di bawah ini:

A. Persebaran Kasus, Intensitas, dan Jenis Kekerasan terhadap Pembela HAM 
atas Lingkungan

Dilihat dari persebarannya, kasus kekerasan Pembela HAM pada tahun 2019 terjadi 

di 14 Provinsi dan 24 kabupaten/kota. Dari keseluruhan kabupaten/kota yang menjadi 

tempat kejadian kasus, hanya Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Konawe Selatan 

yang memiliki jumlah kejadian lebih dari satu, masing-masing jumlah kejadian di wilayah 

tersebut adalah dua kasus. Berbeda dengan sebaran kasus yang hampir merata di setiap 

kabupaten atau kota, ketimpangan jumlah kasus terlihat di setiap provinsi. Sumatera 

Utara menjadi tempat terbanyak kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas lingkungan 

dengan 7 kasus di sepanjang tahun 2019, disusul Aceh (4 kasus), Jawa Barat (3 kasus), 

dan Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah (2 kasus). Di provinsi yang lain, kasus kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terjadi sekali.

B A B  I I I

Kekerasan dan Ancaman Kekerasan 
Pembela HAM atas Lingkungan 2019 

dalam Data dan Angka
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Tabel 1: Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 
Tahun 2019 di Setiap Provinsi

Tabel 2: Sebaran Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 
Tahun 2019 di Setiap Kabupaten/Kota

No. Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Kasus

1 Aceh Kabupaten Aceh Tengah 2

Kabupaten Aceh Utara 1

Kabupaten Aceh Besar 1

2 Sumatera Utara Kabupaten Langkat 1

Kabupaten Simalungun 2

Kabupaten Toba Samosir 1

Kota Medan 2

Kabupaten Tapanuli Utara 1

3 Jambi Kabupaten Merangin 1

4 Jawa Barat Kabupaten Bandung 1

Kota Bandung 1

Kabupaten Sukabumi 1

5 Jawa Tengah Kabupaten Kebumen 1

Kabupaten Cilacap 1

6 Jawa Timur Kabupaten Pasuruan 1

7 Kalimantan Tengah Kabupaten Seruyan 1

8 Bali Kabupaten Gianyar 1

9 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah 1

10 Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba 1

11 Sulawesi Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan 2

12 Sulawesi Tengah Kabupaten Minahasa Utara 1

13 Papua Barat Kabupaten Sorong Selatan 1

14 Papua Kabupaten Bovendigul 1
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Potret yang sedikit berbeda terlihat dari intensitas kejadian kasus kekerasan terhadap 

Pembela HAM atas Lingkungan setiap bulannya. ELSAM mencatat, di tahun 2019 kasus 

kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terjadi hampir di setiap bulan, kecuali 

di Bulan Mei dan Bulan November. Meskipun demikian, intensitas kejadian kasusnya 

fluktuatif. Kasus terbanyak terjadi di Bulan Maret, Juli dan Oktober 2019, di mana terjadi 

4 kasus. Di luar kedua bulan tersebut, 3 kasus terjadi masing-masing di Bulan Februari 

dan September 2019, 2 kasus terjadi masing-masing di Bulan Januari, Juni, Agustus, dan 

September 2019, dan 1 kasus di Bulan April 2019.

Tabel 3: Jumlah Kasus Per Bulan Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 
Tahun 2019

Ketimpangan data yang tajam terjadi pada jenis-jenis kekerasan yang menimpa 

para Pembela HAM atas Lingkungan yang menerima kekerasan di sepanjang tahun 2019 

sebanyak 117 kali. Ada delapan jenis kekerasan yang diterima oleh Pembela HAM atas 

Lingkungan, yakni pembunuhan, penangkapan, penahanan, serangan fisik, perusakan, 
perampasan tanah, dan intimidasi. Dari semua tindakan, penangkapan merupakan 

tindakan yang paling sering diterima oleh Pembela HAM atas Lingkungan. Total ada 63 

kasus tindakan penangkapan menimpa Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 

2019. Serangan fisik menjadi tindakan terbanyak kedua yang menimpa Pembela HAM 

atas Lingkungan di sepanjang 2019 dengan jumlah total tindakan sebanyak 24, disusul 

intimidasi sebanyak 22 tindakan, perusakan sebanyak 3 tindakan, perampasan tanah dan 

penahanan sebanyak masing-masing 2 tindakan, dan sisanya pembunuhan sebanyak 1 

kali.
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Tabel 4: Jenis Kekerasan Terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tahun 2019

B. Profil Korban

Secara keseluruhan, sebagaimana sudah disinggung di muka, kasus kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 2019 telah mengakibatkan 127 

individu dan 50 kelompok Pembela HAM atas Lingkungan menjadi korban. Keseluruhan 

korban ini bisa dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, dan identitas korban.

Berdasarkan jenis kelamin korban, data ELSAM menemukan korban laki-laki 

sebanyak 44 orang. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang korban perempuan yang 

teridentifikasi sebanyak 6 orang. Meskipun demikian, angka terbesar bukanlah korban 

berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas korban, sebanyak 78 orang/individu tidak berhasil 

diidentifikasi jenis kelaminnya.

Gambaran yang kurang lebih sama juga terlihat dari identitas korban. Mayoritas 

korban, sebanyak 71 individu tidak, tidak teridentifikasi identitasnya. Meskipun demikian, 

identitas yang muncul dari sisa jumlah korban cukup beragam. Dari sisa data tersebut, 

petani menjadi korban kekerasan Pembela HAM 2019 terbesar yakni sebanyak 32 orang. 

Masyarakat adat menjadi korban terbesar setelah petani, yakni sebanyak 12 orang, disusul 

Mahasiswa (4 orang), aktivis (3 orang), anak-anak (4 orang), akademisi dan kepala desa 

(masing-masing 1 orang).
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Tabel 5: Jenis Kelamin Korban Kekerasan terhadap Pembela HAM tahun 2019

Tabel 6: Identitas Korban Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tahun 2019

Keragaman identitas korban Individu tidak ditemukan pada kategori korban 

kelompok. ELSAM mengidentitifikasi keluarga menjadi korban terbesar dari Pembela 

HAM atas Lingkungan dengan 47 unit keluarga menjadi korban. Selain keluarga, dua 

kelompok Pembela HAM atas Lingkungan lain menjadi korban kekerasan, mereka adalah 

komunitas warga (2 kelompok), dan masyarakat adat (1 kelompok). 
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C. Profil Pelaku

Keragaman aktor pelaku kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan nampak 

dalam keseluruhan kasus yang terjadi di sepanjang 2019. Dari keseluruhan jumlah aktor 

pelaku sebanyak 39 aktor, 17 aktor merupakan aktor negara, sementara 22 aktor sisanya, 

artinya aktor terbanyak, adalah aktor non negara. 

Aktor negara pelaku kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan terbanyak 

di tahun 2019 adalah polisi dengan jumlah aktor sebanyak 10 aktor. Aktor terbanyak 

kedua adalah TNI, dengan 4 aktor, disusul Satpol PP (2 aktor) dan pejabat negara (1 

aktor).

Tabel 7: Profil Pelaku Kekerasan terhadap Pembela HAM atas 

Lingkungan tahun 2019

Perusahaan menjadi aktor non-negara paling banyak melakukan kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019. Total ada 12 aktor perusahaan 

menjadi pelaku kekerasan. Orang tidak dikenal (OTK) menjadi aktor nonsebanyak 2 

aktor, kemudian disusul dengan satpam perusahaan sebanyak 1 aktor.

Terakhir, ELSAM menemukan adanya 7 aktor yang dikelompokkan menjadi aktor 

lain. Aktor-aktor ini terdiri dari kalangan serikat pekerja (2 aktor), anggota internal 

komunitas adar (3 aktor), individu dan komunitas warga (masing-masing 1 aktor).



Apabila melihat data yang muncul dalam dua laporan Elsam di periode November 

2017-Desember 2018, situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia di tahun 

2019 memang terlihat mengalami tren perbaikan. Setidaknya, itu muncul dari beberapa 

perbandingan data. Dari jumlah kasus misalnya, terjadi penurunan yang relatif signifikan, 

dari periode sebelumnya sebanyak 49 kasus menjadi 27 kasus pada tahun 2019, atau 

dari sebanyak rerata 3,5 kasus per bulan, menjadi 2,17 kasus per bulan. Begitupun 

dengan jumlah korban, terjadi penurunan jumlah korban yang signifikan ketimbang 

periode sebelumnya baik dari jumlah korban individu maupun kelompok.19 Meskipun 

demikian, secara kualitatif angka secara keseluruhan tidak benar-benar mewakili tingkat 

penurunan kondisi keterancaman Para Pembela HAM atas Lingkungan. Malahan, dalam 

beberapa aspek terjadi peningkatan kondisi keterancaman dan kemunculan pola baru 

yang mendefinisikan kondisi baru Para Pembela HAM atas Lingkungan di sepanjang 

tahun 2019.

Di luar jumlah rasio kasus dan korban, penurunan data yang terlihat jelas 

dibandingkan dengan dua laporan sebelumnya adalah identitas korban individual yang 

tampak lebih sedikit. Jika di laporan sebelumnya terdapat 9 identitas korban, maka 

data tahun 2019 hanya memunculkan 7 identitas korban tanpa ada korban dari nelayan 

dan wartawan.  Meskipun demikian, penurunan angka ini sesungguhnya sulit dibaca 

sebagai sebuah penurunan situasi keamanan Pembela HAM atas Lingkungan, terlebih jika 

melihat bahwa sektor di mana kasus kekerasan terjadi masih relatif sama dengan periode 

sebelumnya, minus pencemaran lingkungan yang pada periode sebelumnya “hanya” 

ditempati oleh satu kasus.

19 Di periode sebelumnya, jumlah korban individu sebesar 188 orang dan kelompok sebesar 586 kelompok, sementara di 
tahun 2019 sebesar 128 individu dan 50 kelompok.

B A B  I V

Penjelasan Data dan Kecenderungan Baru
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Tabel 8: Sektor Terkait Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan laporan ini memang 

tidak memungkinkan memotret keberadaan korban dari nelayan dan wartawan20. Pun 

demikian, secara umum data yang muncul sesungguhnya situasi keamanan Pembela 

HAM atas Lingkungan pada 2019 bisa dikatakan sama dengan periode sebelumnya.

Selain identitas-identitas korban yang juga muncul dalam laporan sporadis beberapa 

OMS mengenai Pembela HAM atas Lingkungan, seperti petani, masyarakat adat, dan 

mahasiswa, di tahun 2019 ELSAM masih ditemukan kemunculan korban dari kalangan 

aktivis, akademisi, dan anak-anak, meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit. Satu 

narasi yang lebih suram bahkan muncul dari kasus kekerasan terhadap anak malahan 

muncul di tahun 2019 melalui serangan aparat kepolisian secara langsung terhadap anak 

berusia SMP dalam kasus penggusuran Tamansari di Kota Bandung. Begitupun serangan 

terhadap aktivis Pembela HAM atas Lingkungan. Dua dari 3 korban aktivis di tahun 

2019 mengalami serangan lebih brutal dan mematikan ketimbang periode sebelumnya. 

Jika di tahun sebelumnya penyerangan terhadap aktivis “hanya” sampai pada level 

intimidasi menengah dan tidak mengakibatkan merenggangnya nyawa, maka di tahun 

2019 situasinya berubah drastis.

Tahun 2019 bahkan diawali dengan kasus percobaan pembunuhan keluarga 

aktivis, Direktur Walhi NTB Murdani, melalui pembakaran rumah. Satu-satunya kasus 

kematian dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan juga 

mengorbankan aktivis, yakni pengacara publik Golfrid Siregar yang dibunuh di tengah 

pengajuan gugatan atas pembangunan PLTU Batang Toru, Sumatera Utara. Kasus 

20 Tidak menutup kemungkinan ada korban dari nelayan, misalnya, dari 26 korban dalam sengketa lahan warga versus 
perusahaan di Kepulauan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian pula ketidakmunculan korban dari wartawan 
sangat besar kemungkinannya terjadi karena monitoring media yang dilakukan oleh ELSAM tidak mampu menjangkau 
korban-korban dari kategori tersebut.
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pembunuhan Golfrid ini juga membawa kekerasan dalam bentuk lain yang menimpa 

akademisi yang turut mengawal kasus pembangunan PLTU tersebut. Adalah Onrizal, ahli 

lingkungan hidup peneliti populasi orangutan Sumatera di wilayah Batang Toru, yang 

menjadi korban pelaporan hukum karena perjuangannya bersama koalisi masyarakat 

sipil dalam melawan pembangunan PLTU. Onrizal dilaporkan pada tanggal 26 Juli 2019 

dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik melalui posting-annya di 

Instagram—postingan tersebut memuat artikel berita tentang pembangunan PLTU Batang 

Toru dalam media berbahasa Inggris yang mengutip keterangan Onrizal sebagai ahli 

Orang Utan Sumatera.

Begitupun dengan rasio jenis kelamin dari korban kekerasan terhadap Pembela HAM 

atas Lingkungan. Penurunan jumlah korban perempuan Pembela HAM atas Lingkungan 

di tahun 2019, dari periode sebelumnya sebanyak 18 menjadi 6 di tahun 2019 sama 

sekali tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penurunan korban perempuan itu 

sendiri lantaran keterbatasan metodologi yang digunakan di dalam monitoring membuat 

mustahil mengungkap seluruh kompleksitas rasio jenis kelamin. Apapun itu, kemunculan 

korban dari perempuan Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019 justru menunjukkan 

situasi suram yang masih mengancam para perempuan Pembela HAM atas Lingkungan 

di Indonesia.

Adapun mengenai peningkatan kondisi keterancaman, sebagaimana disebutkan di 

muka, beberapa detil data ELSAM di tahun 2019 menunjukkan hal tersebut. Satu hal yang 

paling menonjol dari peningkatan kondisi ini adalah kenaikan secara signifikan jumlah 

tindakan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Total tindakan kekerasan 

meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan data keseluruhan dalam 

dua laporan situasi keamanan Pembela HAM atas Lingkungan pada periode September 

2017-Desember 2018, dari sebelumnya 68 kali menjadi 117 kali.

Selain data mengenai peningkatan jumlah tindakan, perubahan kecenderungan 

yang mendefinisikan peningkatan kondisi keamanan Pembela HAM atas Lingkungan 

hadir melalui munculnya aktor-aktor pelaku baru. Dua kasus paling mencekam dari kasus 

kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang menimpa Direktur Walhi NTB 

dan Golfrid Siregar memunculkan aktor yang tidak dikenal dalam periode sebelumnya, 

yakni orang yang tidak dikenal (OTD). Hingga laporan ini ditulis, kepolisian secara ganjil 

seperti tidak mampu mengungkap siapa pelaku kasus percobaan pembunuhan dan 

pembunuhan tersebut. Munculnya aktor OTD ini menimbulkan situasi yang tidak hanya 

makin runyam tetapi juga makin mencekam bagi Pembela HAM atas Lingkungan di 

Indonesia. Apalagi profil kedua korban sebagai aktifis yang memiliki jejaring perkawanan 

masyarakat sipil yang luas sampai di tingkat nasional.

Munculnya satu aktor individu dalam kategeori aktor lainnya juga satu hal yang 

menarik untuk dicermati. Aktor ini merupakan pelapor Onrizal. Dalam keterangan media, 
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Onrizal mengaku tidak pernah mengenal secara personal dan tidak pernah memiliki 

hubungan professional dengan aktor ini. Pasal pencemaran nama baik sekilas menjadi 

ganjil di sini apabila mempertimbangkan keterangan Onrizal, terlebih jika melihat 

konten postingan Instagram Onrizal yang dipermasalahkan adalah impersonal. Meskipun 

demikian, belakangan seperti ada beberapa potongan kejadian yang membawa indikasi 

keterkaitan pelaporan itu dengan keterlibatan Onrizal dalam penolakan PLTU Batang 

Toru. Pada tangggal 19 Februari 2020, atau 9 hari pasca pemanggilan Onrizal yang 

pertama, aktor tersebut hadir dalam satu acara seminar bertajuk “Collaboration and The 

Conservation of The Tapanuli Orang Utan and its Habitats in The Batang Toru Ecosystem” 

di Medan yang didanai oleh PT North Sumatera Hydro Energy (PT NSHE). Hadir dalam 

diskusi itu Emy Hafidl, penasihat PT North Sumatera Hydro Energy. Tidak begitu jelas 

apakah aktor tersebut yang merupakan petinggi dari perusahaan kehumasan berbasis di 

Jakarta datang mewakili perusahaannya atau atas nama pribadi. Yang jelas, dalam seminar 

tersebut beberapa aktivis sempat mengabadikan foto aktor tersebut duduk berdekatan 

dengan Emmy Hafild, mantan aktivis dan Direktur WALHI Eksekutif Nasional, yang kini 

menjadi salah satu penasihat PT NSHE. Tidak hanya itu, dalam seminar tersebut, sang 

aktor juga membagikan siaran berita berisi tanggapan resmi atas sikap Onrizal yang tidak 

kooperatif dengan aparat penegak hukum.21

Keterangan pers sang aktor indivual yang ditujukan kepada Onrizal (kredit foto: tidak diketahui. 
Menurut Ronald M. Siahaan, foto ini beredar di grup WhatsApp koalisi masyarakat sipil)

21 ELSAM berterima kasih kepada Ronald M. Siahaan, salah satu kuasa hukum koalisi masyarakat sipil dalam gugatan kepada 
PT NHSE untuk semua keterangan tentang aktor individual ini
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Surat Panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara 
yang ditujukan keapada Onrizal (kredit foto: Ronald M. Siahaan)

Kemunculan  6 aktor lain dari kategori aktor pelaku lainnya pada 2019 yang merujuk 

pada keberadaan Serikat Pekerja dalam kasus intimidasi warga Cikuya di Kabupaten 

Cilacap, Jawa Tengah, pengusiran masyarakat adat Ammatoa Kajang oleh PT London 

Sumatera (PT Lonsum) di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan pelibatan internal 

masyarakat adat (1 kelompok dan 3 individu) dalam kasus intimidasi yang menimpa 

2 Pembela HAM atas Lingkungan di Kabupaten Sorong, Papua Barat dan Kabupaten 

Bovendigul, Papua bahkan tidak sekedar menarik karena menandai babak baru dari 

serangan yang menimpa Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia. Jika sebelumnya 

aktor-aktor yang terlibat dalam kasus kekerasan atas Pembela HAM atas Lingkungan 
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hanyalah aktor-aktor yang mewakili kepentingan kelompok dalam struktur yang lebih 

tinggi dari masyarakat, sebagaimanya lazimnya terjadi dalam konflik-konflik struktual, 

di tahun 2019 terlihat ada pelibatan aktor lain yang berpotensi mengaburkan konflik 

struktural menjadi konflik horizontal, dari semua antara negara atau perusahaan vis a vis 

rakyat/warga biasa menjadi warga/atau rakyat biasa vis a vis sesamanya.

Perubahan kecenderungan terakhir yang penting untuk dicermati adalah 

munculnya perusahaan sebagai aktor pelaku paling tinggi yang melakukan kekerasan 

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembela HAM atas Lingkungan. 

Selain keterlibatan satpam perusahaan yang memang dalam kasus-kasus kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan sering dipakai untuk memukul segala usaha 

penolakan terhadap keberadaan perusahaan, ELSAM menemukan beberapa aktor lain dari 

perusahaan yang teridentifikasi secara terang terlibat dalam kekerasan langsung terhadap 

Pembela HAM atas Lingkungan. Mereka adalah humas perusahaan, salah satunya dalam 

kasus kekerasan yang menimpa masyarakat adat Sihaporas dalam kasus pengusiran dari 

lahan garapan oleh PT Toba Pulp Lestari. Adapun keterlibatan perusahaan secara tidak 

langsung bisa dilihat salah satunya dari kasus pengusiran masyarakat adat Ammatoa 

Kajang di Bulukumba yang melibatkan mobilisasi salah satu kelompok serikat pekerja 

oleh pihak PT Lonsum.



Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB 

tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), agensi perlindungan terhadap pembela HAM, 

termasuk di dalamnya Pembela HAM atas Lingkungan mengalami perluasan (Ineichen 

2018). Jika sebelumnya negara dianggap sebagai satu-satunya pihak yang memiliki 

mandat untuk memastikan perbaikan HAM melalui tanggung jawab penghormatan (to 

respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill), maka setelah pengesahan 

UNGPs, perusahaan menjadi pihak yang juga turut bertanggung jawab dalam memastkan 

perbaikan HAM, meski dalam lingkup yang sangat spesifik menyangkut aktifitas ekonomi 

di mana entitas tersebut terlibat dan dalam tanggung jawab yang sangat minimal, yakni 

menghormati (to respect) HAM, salah satunya dengan mengadopsi instrumen HAM ke 

dalam mekanisme internal perusahaan.

Dalam konteks perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, 

perubahan paradigma tersebut penting, mengingat perusahaan hampir selalu ditarik 

dalam perbincangan terkait kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. 

Betapapun demikian, keberadaan perusahaan dalam perbincangan dan pem ba-

hasan mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan adalah satu 

hal, sementara membuktikan bahwa perusahaan terlibat baik secara langsung dan tidak 

langsung (artinya perusahaan gagal menghormati HAM) dalam setiap tindakan kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan adalah hal lain. Nyatanya, alih-alih mendapat 

petunjuk yang meyakinkan soal keterlibatan perusahaan dalam kasus-kasus kekerasan 

yang menimpa pembela HAM, negara sebagai entitas paling utama yang menanggung 

tanggung jawab penegakan HAM justru masih selalu muncul sebagai pelaku yang dominan. 

Merujuk data dalam laporan ELSAM sebelumnya (2019a; 2019b), angka keterlibatan 

perusahanan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 

memang kalah dominan ketimbang negara.

B A B  V

Peran dan Tanggung Jawab 
Negara dan Perusahaan
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Apa yang terjadi terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019, merujuk 

data yang telah dikumpulkan oleh ELSAM dalam laporan ini, dengan demikian membuka 

satu diskusi baru tentang pentingnya memikirkan mekanisme yang tepat untuk “memaksa” 

perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Keterlibatan perusahaan dalam 

kasus-kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di tahun 2019 memang 

meningkat hampir 3 kali lipat di banding sebelumnya (sebelumnya 7, minus aktor preman, 

menjadi 20, minus aktor OTK). Aktor terkait perusahaan bahkan mendominasi sebagai 

pelaku, mengungguli aktor negara. Lebih dari itu, dalam periode ini keterkaitan aktor-

aktor non-negara di luar keterlibatan formal perusahaan dalam kasus-kasus kekerasan 

terhadap Pembela HAM atas Lingkungan, terlihat meyakinkan. 

Tabel 9: Perbandingan Jumlah Aktor Negara dan Non-Negara antara 
periode November-2017-Desember 2018 dan Januari 2019-Desember 2019

Jenis Aktor November 
2017-Desember 2019

Januari - Desember 
2019

A
kt

o
r 

N
eg

ar
a

Polisi
28

10

TNI
7

4

Kejaksaan 1 0

Satpol PP 5 2

Pengadilan Negeri 4 0

Mahkamah Agung 1 0

Badan Otorita 1 0

Polisi Hutan 1 0

Pejabat Negara 1 1

Total Aktor Non-Negara 48 17

A
kt

o
r 

N
o
n
-N

eg
ar

a

Perusahaan 6 12

Preman 3 0

Sekuriti Perusahaan 1 1

Orang Tak Dikenal (OTK) 0 2

Lainnya 0 7

Jumlah Total Aktor Non-Negara 10 22

Keterlibatan serikat pekerja dalam kasus intimidasi warga Cikuya, pengusiran 

masyarakat adat Ammatoa Kajang oleh PT Lonsum dengan memakai tangan serikat 

pekerja, pelibatan kelompok dan individu masyarakat adat oleh perusahaan dalam 

initimidasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Papua dan Papua Barat, 

sampai pada munculnya aktor individu dalam kasus kriminalisasi Onrizal di Medan 

mesti dilihat sebagai sinyal bahaya. Bahwa peran perusahaan dalam pelbagai kasus 
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kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan bisa jadi tidak sekonvensional yang 

selama ini terlihat. Bahwa melalui “tangan” tidak resminya, perusahaan turut andil dalam 

kekerasan tersebut. Bagaimanapun struktur ekonomi-politik Indonesia pasca Orde Baru 

memungkinan semua kemungkinan itu terjadi.

Reformasi 1998 memang memberikan perubahan struktur ekonomi-politik yang 

drastis dalam artian hilangnya pemerintahan otoriter-terpusat. Hanya saja perubahan itu 

tidak lantas mengganti lanskap ekonomi-politik secara radikal. Elit-elit politik, ekonomi, 

dan militer Orde Baru dari berbagai level nyatanya demikian sigap, dan tidak butuh 

waktu terlalu lama untuk mereorganisasi kekuatan politik predatoris dalam level yang 

lebih rendah (Hadiz 2003).

Desentraslisasi yang diambil pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru telah 

memungkinkan elit-elit politik lokal untuk saling bertarung dan memperebutkan konsesi-

konsesi ekonomi, termasuk di pedesaan, hutan, atau wilayah-wilayah di mana modal 

masuk dan aktivitas ekonomi berlangsung. Proses pertarungan dan dan perebutan ini 

di banyak tempat di di Indonesia menimbulkan kekerasan dan konflik yang melibatkan 

kongkalikong antara elit politik, ekonomi dengan elit militer dan polisi, dan ekonomi 

(Peluso 2007). Penting dicatat bahwa keterlibatan polisi dalam pelbagai arena perebutan 

kekuasaan ekonomi-politik ini dalam konteks Indonesia merupakan salah satu yang khas 

dari lanskap ekonomi-politik Indonesia pasca Orde Baru (Baker 2012).

Setelah lebih dari satu dekade pasca proses reorganisasi kekuatan elit politik 

predatoris pasca Orde Baru, bisa disaksikan bahwa praktek politik predatoris masih 

berlanjut. Satu contoh menarik bagaimana oligarki mempengaruhi kontestasi elit dipotret 

oleh Winters (2013) di masa pencalonan Jokowi di Pilkada Jakarta tahun 2012. Winter 

secara elaboratif menjelaskan naiknya Jokowi dalam pertarungan politik yang paling 

menentukan dalam karir politik mantan Walikota Solo tersebut tak lain karena dukungan 

dari konglomerat adik Prabowo Subianto, Hasyim Djojohadikusumo. Dalam tulisan 

yang sama, Winters (2013: 28) menarik lebih jauh kongkalikong konglomerat Indonesia 

dengan elit politik melalui pemetaan aktor-aktor utama panggung politik elit di Indonesia 

menjelang Pemilu 2019 dengan para oligark yang menguasai media—ada 7 tokoh penting 

partai besar yang disebut oleh Winters di sini memiliki kaitan kuat dengan para oligark 

dan taipan media yang mana dua nama di dalam daftar tersebut bahkan adalah pemilik 

konglomerasi itu sendiri. Setahun sebelumnya, Lim (2012) memetakan 13 taipan media 

yang menguasai jaringan media di seluruh Indonesia.

Di luar soal makin menguatnya jaringan politik predatoris-oligarkis22, penting dicatat 

bahwa dalam beberapa terakhir kontestasi politik elit telah menyeret elit-elit serikat buruh 

22 Sexy Killers (2019), film yang dirilis beberapa saat menjelang dilaksankannya pilpres 2019 menjelaskan dengan apik 
bagaimana oligarki bekerja dan mempengaruhi dinamika politik elit Indonesia mutakhir sehingga membuat gelaran pilpres 
tak lebih dari pesta politik yang mengesampingkan kepentingan rakyat. Bandingkan dengan liputan  Mongabay.co.id ( 07 
September 2018).
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dan beberapa bahkan masuk ke lingkaran kekuasaan (tirto.id, 8 Mei 2019). Meskipun 

demikian, keterkaitan antara kasus-kasus keterlibatan serikat buruh (termasuk kelompok 

dalam masyarakat adat) dalam tindakan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan 

dan struktur politik predatoris-oligarkis sebagaimana terang terlihat di panggung politik 

nasional masih menjadi pekerjaan rumah bagi para peneliti Hak Asasi Manusia di Indonesia. 

Penelitian yang mengkait-hubungkan antara pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan 

dinamika ekonomi-politik di era pasca Orde Baru memang masih belum banyak dielaborasi 

oleh para peneliti atau Lembaga Hak Asasi Manusia (Rosser 2013).

Apapun itu, setidaknya dari lanskap besar yang menjelaskan hubungan antara 

negara, melalui elit politik berkuasa, dengan oligark yang menguasai sumber daya 

ekonomi mayoritas, setidaknya dalam konteks Indonesia, memisahkan antara mana yang 

menjadi tanggung jawab negara dan perusahaan secara substansial menjadi nampak 

kurang relevan. Dalam lingkup global, paradigma pemisahan tanggung jawab tersebut, 

sayangnya masih dominan. Dalam Sidang Umum Dewan HAM PBB tanggal 20 Maret 2019 

dan pembacaan laporan situasi Pembela HAM oleh Sekjen PBB dalam Rapat Umum PBB 

tanggal 15 Juli 2019, posisi negara dan perusahaan memang disebutkan secara simertis 

berbeda. Perusahaan sebagai aktor yang baru diberi tanggungjawab setelah sekian 

lama“hanya” didorong untuk mewujudkan operasional bisnis yang ramah HAM dengan 

menyesuaikan panduan UNGPs (United Nations 2109A) sementara negara secara klise 

tetap diharuskan “tidak hanya membangun kebijakan nol toleransi terhadap serangan 

yang menimpa pembela HAM” tapi juga membangun lingkungan yang kondusif bagi 

perjuangan mereka (2019B). Disebutkan oleh PBB sebelumnya termasuk di dalamnya 

pembangunan sistem yang mampu memberikan perlindungan kepada Pembela HAM dan 

pencegahan terhadap setiap ancaman pembela HAM.

Preskripsi PBB tersebut, meskipun tidak sepenuhnya salah, bertolak belakang dengan 

bagaimana penyerangan terhadap Pembela HAM itu bekerja justru dalam porsi besar 

melalui negara. Nah dkk. (2013:408-409) menjelaskan bahwa secara tipikal penyerangan 

terhadap Pembela HAM itu, salah satunya, mungkin karena difasilitasi oleh mekanisme 

hukum dan administrasi yang kewenangannya mutlak ada di tangan negara. Salah satu 

contoh yang diajukan oleh Nah dkk., yakni strategic lawsuits against public participation 

and defamation suits yang dekat situasi Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia. 

Dalam laporan ini, kasus pelaporan hukum Onrizal oleh aktor individu tidak dikenal 

sebelumnya menegaskan adanya penyediaan “alat pukul” untuk Pembela HAM atas 

Lingkungan oleh negara. Pengerahan kekuatan militer dan semi-militer, termasuk dengan 

apa yang hari ini terjadi di banyak tempat di Papua, juga turut menjelaskan bagaimana 

negara mengkondisikan penyerangan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan.

Dalam situasi di mana kekuatan oligarki secara ekonomi-politik memiliki kuasa 

besar untuk mempengaruhi arah kebijakan negara, pada akhirnya, masa depan 
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perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan bertumpu pada kekuatan masyarakat sipil.

Marcinkutė(2011) memberikan pendasaran historis perihal ini,dengan menunjukkan posisi 

OMS, sebagai salah satu bagian dari masyarakat sipil, yang krusial dalam “memaksa” 

negara dalam melakukan penegakan HAM.

Apa yang terjadi di bulan Februari 2019, dalam konteks Pembela HAM atas 

Lingkungan di Indonesia, merupakan contoh terbaik bagaimana masyarakat sipil 

berhasil menggeser kemajuan pembangunan mekanisme legal dan administrative terkait 

perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Setelah melewati proses diskusi 

dan pemikiran yang panjang, masyarakat sipil berhasil mendorong pembentukan tim 

khusus dalam struktur Komnas HAM yang dimandatkan untuk penanganan perlindungan 

terhadap Pembela HAM. Tim ini selanjutnya akan melakukan perubahan-perubahan 

kebijakan di dalam internal Komnas HAM yang dibutuhkan untuk mengakselerasi 

penanganan dan proses perlindungan kepada Pembela HAM, termasuk dalam perubahan 

Peraturan Komnas HAM tentang Pembela HAM, prosedur-prosedur standar organisasi 

(SOP) terkait, juklak, juknis, dll.

Pembentukan tim tersebut adalah langkah maju mengingat sejak lama dalam 

diskusi antara Komnas HAM dan masyarakat sipil, isu penguatan SOP-SOP penanganan 

kasus Pembela HAM menjadi salah satu hal yang mendesak untuk diubah.23 Salah satu 

contoh yang bisa diajukan di sini, misalnyaPeraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Prosedur Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia yang selama pelaksanaan 

belum maksimal karena  hanya mengatur terkait pengaduan, sedangkan tahapan lain 

setelah pengaduan tunduk pada aturan internal lain yang tidak selalu secara khusus 

mengakomodasi masalah Pembela HAM. Karenanya, penting memikirkan bagaimana 

mengitegrasikan peraturan yang akan berdampak pada tiap SOP, baik pemantauan, 

pengaduan, mediasi dan yang lainnya. Contohnya dalam pelaksanaan Pasal 8 dan 9 

Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015, konteks perlindungan yang diberikan 

hanya dalam situasi darurat, sehingga perlu dielaborasi tata cara dalam penanganan kasus 

yang bersifat darurat karena dalam Perkom saat ini hal tersebut belum diatur dengan 

jelas.Perubahan SOP-SOP Komnas HAM penting dilakukan agar ke depan, narasi spesifik 

yang memuat soal keberadaan Pembela HAM atas Lingkungan dalam kasus yang sangat 

kompleks dan, misalnya, melibatkan kekerasan brutal dalam skala kolosal seperti dalam 

kasus dugaan penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap puluhan petani dari Serikat 

Mandiri Batanghari, Jambi24 dapat diurai dengan lebih detil dan diketahui lebih jauh 

apakah terkait dengan pemberangusan kerja Pembela HAM atas Lingkungan atau tidak, 

sehingga pada akhirnya memungkinkan Komnas HAM lebih jauh melakukan intervensi.

Kurangnya penguatan SOP HAM terkait perlindungan pembela HAM, karena hanya 

23 ELSAM mendasarkan narasi soal pembentukan tim khusus Komnas HAM pada catatan-catatan internal sebagai salah satu 
bagian dari koalisi masyarakat sipil yang terlibat dalam proses tersebut. 

24 Untuk detil mengenai kasus ini bisa dilihat dalam (tirto.id, 26 Agustus 2019)
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mengatur aspek pengaduan, sejak lama memang telah diidentifikasi sebagai salah satu 

penyebab kurang terlihatnya peran Komnas HAM secara khusus dalam menangani kasus-

kasus yangdidalamnya terdapat dugaan kekerasan terhadap pembela HAM.Data yang 

terkumpul dalam laporan ini mengilustrasikan minimnya keterlibatan Komnas HAM. Dari 

28 kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan yang terjadi pada 2019, 

Komnas HAM tercatat “hanya” hadir di 8 kasus.

Pada akhirnya, meskipun keberhasilan masyarakat sipil dalam mendorong revisi 

SOP di Komnas HAM patut “dirayakan” sebagai keberhasilan kecil bagi masa depan 

perlindungan Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia, setidaknya beberapa 

pekerjaan rumah masih menanti di depan. Masyarakat sipil perlu memikirkan cara yang 

lebih efektif untuk menekan Pemerintah Indonesia membuat mekanisme dan aturan 

yang menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia, sehingga bisa menekan keterlibatan 

apparatus kekuasaannya, baik militer, politis, atau pejabat pemerintahannya dalam kasus-

kasus kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. Minimal, dua usulan lama 

yang tak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia, yakni penerbitan Peraturan 

Presiden (Perpres) tentang perlindungan terhadap Pembela HAM, yang termasuk ke 

dalamnya Pembela HAM atas Lingkungan dan Peraturan Menteri (Permen) yang bisa 

mengimplementasikan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu lebih keras 

dan tegas disuarakan.



ELSAM mencoba membaca data laporan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap 

Pembela HAM atas Lingkungan yang dilakukan ELSAM pada dua periode, yakni 

November 2017-Juli 2018 dan Januari-Desember 2019, serta situasi politik untuk membaca 

situasi kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan tahun 2020.

Dari dua periode laporan ELSAM, terdapat dua hal yang bisa dipakai untuk 

melihat seperti apa situasi Pembela HAM atas Lingkungan pada 2020. Pertama adalah 

tren penurunan jumlah korban. ELSAM melihat, penurunan ini tidak dapat dimaknai 

sepenuhnya sebagai sinyal postif karena elemen korban baik individu, masyarakat adat, 

keluarga atau kelompok masyarakat atau warga tetap menjadi bagian dari korban. Hal 

ini, sebaliknya, justru membuktikan bahwa memperjuangkan Hak atas Lingkungan baik 

sendiri atau secara kolektif tetap beresiko mendapatkan kekerasan serta menjadi korban 

represi. Pengurangan jumlah korban, malahan, dapat dimaknai dengan pengalihan fokus 

aktor yang biasanya menjadi pelaku dalam agenda-agenda politik. Ini mengingat pada 

tahun 2019 merupakan tahun dilaksanakannya perhelatan akbar pemilihan umum serentak 

yang menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, 

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan DPD RI.

Tabel 10: Perbandingan Jumlah Korban Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM atas 
Lingkungan pada Periode November 2017-Juli 2018 dan Periode Januari-Desember 2019.

Korban November 2017 - Juli 2018 Januari- Desember 2019

Individu 175 orang 128 orang

Kelompok 71 Keluarga 47 Keluarga

7 Masyarakat Adat 1 Masyarakat Adat

2 Masyarakat 2 Masyarakat

B A B  V I

Proyeksi Situasi EHRD 2020
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Penyelenggaraan pilpres, sebagaimana dilaporkan JATAM, mengungkap keterlibatan 

pemain-pemain penting dalam bisnis tambang di Indonesia dalam mendukung kedua 

pasangan capres dan cawapres, Sebagian nama tersebut menempati posisi penting, 

baik langsung sebagai calon presiden atau calon wakil presiden maupun sebagai Tim 

Sukses di Tim Kampanye Nasional atau Badan Pemenangan pasangan calon (Jatam 2019) 

Keterlibatan taipan media dalam perhelatan Pemilu 2019 juga dipandang oleh Aliansi 

Jurnalis Indonesia (AJI) dapat membahayakan independensi media terancam karena 

pengaruh pemilik media di Indonesia yang cukup besar di ruang redaksi. Keberpihakan 

pemilik media terhadap kekuatan politik tertentu hampir dipastikan berdampak pada 

posisi redaksi dalam menayangkan berita (Tirto, 8 September 2018).

Kedua, sektor terkait dengan kekerasan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan. 

Dengan membandingkan data dua periode laporan, ELSAM menemukan bahwa 

sektor agraria terus memimpin dalam dua periode menjadi sektor yang paling banyak 

mendapatkan kekerasan dan ancaman lalu disusul oleh sektor lainnya seperti infrastruktur, 

pertambangan, dan pariwisata.

Tabel 11: Perbandingan Sektor Terkait Kasus Kekerasan dan Ancaman Kekerasan terhadap Pembela HAM 
atas Lingkungan pada Periode November 2017-Juli 2018 dan Periode Januari-Desember 2019

Sektor November 2017 - Juli 2018 Januari- Desember 2019 

Infrastruktur 10 3

Pariwisata 4 1

Agraria 20 17

Pertambangan 2 6

Total 36 27

Melihat dua hal di atas, ELSAM melihat bahwa situasi Pembela HAM atas 

Lingkungan pada tahun 2020 tidak akan jauh berbeda dengan dua periode sebelumnya. 

Apalagi, pemerintah masih mengandalkan pariwisata, infrastruktur, dan perkebunan 

untuk menopang pembangunan ekonomi. Baik ketiga sektor tersebut membutuhkan 

tanah sebagai modal utama untuk memperluas kapital, sehingga keduanya berpotensi 

menyumbang konflik agraria. Hal tersebut tidak mustahil jika merujuk pada Konsorsium 

Pembaruan Agraria  yang menyebutkan bahwa sektor perkebunan dan  sektor properti 

menjadi penyumbang konflik terbesar konflik agraria (bisnis.com, 3 Januari 2019).

Selain dua kebijakan sektoral di atas, kebijakan lain yang berpotensi menyumbang  

kekerasan dan ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan adalah munculnya 

Omnibus Law. 

Rencana penyusunan Omnibus Law muncul dalam pidato Presiden Joko Widodo di 

acara pelantikannya sebagai presiden untuk kedua kali di Gedung DPR RI pada 20 Oktober 
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2019. Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 

dua undang-undang besar. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja25. Kedua, 

Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

Undang-undang tersebut merupakan Omnibus Law, yaitu satu undang-undang 

yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang 

(hukumonline.com, 21 Oktober 2019).Penerapan Omnibus Law ini akan mencabut 

sekaligus menyederhanakan sejumlah peraturan-peraturan menjadi Undang Undang (UU) 

baru. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai UU menjadi 

persoalan yang dianggap menghambat investasi selama ini. Sehingga, Omnibus Law 

dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut.Banyak akademisi menilai 

bahwa Omnibus Law merupakan resep yang keliru apabila yang dituju pemerintah adalah 

untuk meningkatkan investasi. Pasalnya, korupsi, birokrasi, dan beberapa problem lain 

yang selama ini mengganggu iklim ekonomi malah tidak pernah terselesaikan (Paripurna 

dan Wiratraman 2019).

Menabrak protes dan saran dari banyak pihak, Presiden Joko Widodo kukuh 

melanjutkan program unggulannya ini dan bahkan memberi target kepada DPR untuk 

menuntaskan pembahasan Omnibus Law dalam 100 hari (investor.id, 16 Januari 2020). 

Salah satu omnibus law yang akan diterbitkan adalah UU Cipta Kerja. Undang-undang 

ini akan merevisi 88 UU dan 1.194 pasal, serta mengatur 11 klaster (katadata.co.id, 26 

Januari 2020).

Dalam salah satu bagian, RUU Cipta Kerja ini menyebutkan:

“Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, 

peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan 

perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil, 

dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, 

termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai 

Undang-Undang sektor saat ini tidak memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta 

kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”.

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana pemerintah secara terang-terangan 

mengumumkan diri sebagai agen bagi kapitalisme. Dengan kewenangannya dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah terlah membukakan karpet 

merah bagi pemodal. Setiap inisiatif dan komitmen apapun yang muncul dari para pelaku 

bisnis dalam meningkatkan ekosistem akan diganjar banyak fasilitas dan kemudahan. 

Pertimbangan ekonomi dan bisnis tak bisa ditampik adalah pertimbangan utama dalam 

pembentukan RUU Cipta Kerja. Dengan kata lain, RUU Cipta Kerja secara jelas sedang 

25 Setelah mendapatkan cemooh dari masyarakat melalui akronim UU CILAKA, pemerintah mengumumkan perubahan 
nomenklatur RUU tersebut menjadi UU Cipta Kerja (Kompas.com,12 Februari 2020)
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berupaya memberikan “hak-hak istimewa” dan perlindungan lebih terhadap setiap upaya 

pengembangan usaha iklim investasi yang dilakukan oleh kalangan bisnis. Sebaliknya, 

RUU Cipta Kerja berpotensi untuk melanggar dan membatasi hak-hak konstitusional 

warga negara, pekerja/buruh, pekerja/buruh perempuan, masyarakat adat, merusak 

lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia dan melanggengkan konflik agraria.

RUU Cipta Kerja mengatur penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam 

rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal ini benar-benar baru 

dalam proses perizinan Indonesia mengingat selama ini sistem perizinan di Indonesia 

berbasis izin (license approach). Mekanisme berbasis izin tersebut meski diterapkan 

dengan menggunakan analisa dampak lingkungan tentu saja jauh berbeda dengan 

penerapan standar dan berbasis risiko (risk-based approach) yang dimaksud dalam RUU 

Cipta Kerja. Perubahan tersebut jelas mengubah proses administrasi dalam perizinan, 

yang mana dahulu analisa dampak lingkungan dilekatkan mutlak bagi pemberian Hak 

Guna Usaha. Dalam RUU Cipta Kerja, apabila dirasa tidak ada resiko berarti maka izin 

dapat keluar lebih cepat. Hal yang perlu dikawatirkan lainnya ialah batas resiko hanyalah 

kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (termasuk SDA). Dampak sosial yang dulu ada 

dalam AMDAL tidak lagi muncul.

Mengingat dalam konteks peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha 

terjadi apa yang disebut Harvey (1985) dan Castells (1977; 1983) sebagai strukturasi 

dan restrukturisasi ruang yang diciptakan melalui perluasan kapitalisme industri, tanpa 

adanya pendekatan dan memperhatikan resiko hak asasi manusia pengakuan pada aspek 

resiko lingkungan pada akhirnya dilakukan tanpa mengindahkan manusia di sekitarnya. 

Jika dalam beberapa kasus masyarakat adat harus terusir dari hutan adatnya karena 

alasan konservasi, praktek yang sama akan mengalienasi masyarakat dengan alamnya, 

kali ini memalui argumentasi bahwa kapital yang masuk tidak berdampak buruk 

terhadap lingkungan. Padahal, memisahkan masyarakat adat atau masyarakat manapun 

dengan lingkungannya berarti memisahkan mereka dengan sistem ketahanan termasuk 

kebudayaannya.

Ancaman masuknya investasi tanpa mengindahkan faktor manusia dalam satu 

lingkungan, sebagaimana dalamm RUU Cipta Kerja ini, tidak hanya mengancam 

masyarakat adat semata.Menurut Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup per 

Desember 2018, misalnya, setidaknya ada 25.800 desa dengan jumlah penduduk sekitar 

30 juta orang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan (Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, 28 Desember 2018). Sementara Pusat Data dan Informasi KIARA 

pada 2017 mencatat dari jumlah keseluruhan desa pesisir di Indonesia sebanyak 12.827 

desa dari 78.609 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat ada 8.077.719 rumah 

tangga perikanan yang hidup dan mendiami kawasan desa pesisir serta menggantungkan 

kehidupannya dari aktivitas perikanan (wartaekonomi.co.id, 10 Agustus 2016). Hal 
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tersebut menunjukan bahwa resiko lingkungan tidak dapat dipisahkan dari resiko Hak 

Asasi Manusia mengingat banyaknya masyarakat yang tinggal dalam lingkup tersebut.

Tentu tidak sulit membayangkan bahaya yang akan dihadapi masyarakat apabila 

RUU Cipta Kerja berhasil disahkan menjadi undang-undang. Tidak hanya mengancam 

Pembela HAM atas Lingkungan, jelas RUU ini mengancam banyak kehidupan manusia, 

terutama mereka yang tidak tahu menahu persoalan lingkungan, HAM, dan politik. Hal 

ini jelas menjadi alarm tanda bahaya untuk seluruh pembela hak atas lingkungan, untuk 

siapapun yang sedang mempertahankan  kelestarian dan kedaulatan atas linkungan dan 

tanah, membela HAM, martabat dan kehidupan. Semua harus bersiap dibenturkan dengan 

kepentingan kapital yang diklaim ramah lingkungan oleh negara.



36



Pada 11 Januari 2020, melalui akun Twitter resminya Presiden Joko Widodo menuding 

adanya “perang bisnis antarnegara” untuk menghancurkan produksi sawit Indonesia 

yang sedang dilancarkan oleh Uni Eropa dengan tudingan bahwa minyak kelapa sawit 

tidak ramah lingkungan.26 Retorika nasional yang disampaikan oleh Jokowi ini dianggap 

oleh akademisi telah memunggungi komitmen yang beberapa kali disumbarkan oleh 

Pemerintah Indonesia terhadap isu perubahan iklim, salah satunya melalui pembentukan 

lembaga non-struktural Badan Restorasi Gambut (Ningrum, 2020). Sawit, sayangnya, 

bukan satu-satunya komoditas “perusak lingkungan” yang sedang digenjot oleh 

Pemerintah Joko Widodo. Nugraha (2019; untuk analisis soal ini lihat Santoso 2020) 

dalam amatannya menyebutkan bahwa per akhir 2019, 39 pembangkit listrik berbahan 

bakar batu bara sedang dibangun, 68 lainnya menunggu diresmikan. Ini berarti, menurut 

Nugraha, per tahun 2025 dominasi batubara dalam pemenuhan energi nasional masih 

menyentuh angka 55 persen.

Arah kebijakan Presiden Joko Widodo di kedua sektor tersebut jelas jauh tidak 

hanya dari retorika pemerintah tentang komitmennya terhadap perubahan iklim, termasuk 

di dalamnya komitmen terhadap perjanjian internasional, salah satunya Komitmen 

Paris. Lebih dari itu, arah kebijakan tidak ramah lingkungan tersebut sedang dan masih 

akan mengancam kerja-kerja Pembela HAM atas Lingkungan dan rakyat yang terancam 

terdampak oleh degradasi lingkungan dan segala upaya penyingkiran oleh negara atas 

nama ekonomi nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan ini, penurunan data kekerasan dan 

ancaman kekerasan terhadap Pembela HAM di sepanjang tahun 2019, selain tidak signifikan 

26 Berikut kicauan lengkapnya, “Indonesia memiliki 13 juta ha kebun kelapa sawit dengan produksi 46 juta ton per tahun. Uni 
Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit (CPO) tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antarnegara saja 
karena CPO bisa lebih murah dari minyak bunga matahari mereka”.

BAB VII

P e n u t u p
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juga tidak menjelaskan perubahan positif terkait situasi yang terjadi di lapangan. Para 

Pembela HAM atas Lingkungan di Indonesia masih terus menjadi korban akibat aktivitas 

kemanusiaannya dalam membela hak-hak masyarakat dalam memperoleh kelestarian dan 

kedaulatan atas lingkungan, kesehatan, keamanan, dan kehidupan yang layak. Malahan, 

situasi yang lebih buruk nampak sedang muncul menjadi ancaman nyata buat Pembela 

HAM atas Lingkungan dan rakyat Indonesia secara umum baik.

Tahun 2019 sendiri memang tahun yang berat bagi masyarakat sipil yang sedang 

berjuang untuk kelestarian dan kedaulatan lingkungan dan Hak Asasi Manusia. Di 

tengah masih bertahannya formasi ekonomi-politik warisan Orde Baru yang oligarkis 

dan predatoris, rakyat Indonesia telah menyaksikan bagaimana Pemerintah Indonesia 

secara sistematis nampak sedang menggelar karpet merah bagi para pemodal tanpa 

memperlihatkan komitmen pada lingkungan dan rakyat paling terdampak oleh 

pembangunan. Revisi UU KPK, pemberian pos-pos strategis sipil kepada elit militer, 

rencana pemberian kemudahan dan fasilitas melalui paket RUU omnibuslaw.

Kini, di tengah macetnya nyaris semua aktivitas ekonomi sejak Maret 2020 lalu 

akibat wabah Covid-19, Pemerintah Indonesia sedang menghadapi pertanyaan besar 

di tengah pemecatan tanpa pesangon jutaan buruh (kompas.com, 13 April 2019) dan 

remuknya ekonomi nasional: bagaimana arah kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia 

pasca Covid-19?

Pada awal April 2019, DPR RI menginformasikan bahwa parlemen akan terus 

melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja, di tengah wabah Covid-19 (kompas.com, 6 

April 2019). Tidak ada yang tahu secara pasti tentu saja, kapan persisnya RUU tersebut dan 

RUU-RUU lain yang tidak pro rakyat akan disahkan. Yang pasti, setelah wabah Covid-19 

ini dan seterusnya rakyat mesti bersiap untuk menatap tahun-tahun penuh marabahaya. 

Menghadapi ini, tidak ada cara lain bagi para Pembela HAM atas Lingkungan, Pembela 

HAM, masyarakat sipil, dan rakyat Indonesia selain melawan. 
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